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ANTARA/HARIANTO

NERACA PANGAN 
NASIONAL SURPLUS 

DAN AMAN
Kepala Bapanas (Badan 
Pangan Nasional) sekaligus 
Menteri Pertanian Andi 
 Amran Sulaiman (ketiga 
kiri) saat mengikuti Rapat 
Kerja Komisi IV DPR RI di 
Jakarta, Selasa (7/4/2026). 
Kepala  Bapanas  Andi 
 Amran Sulaiman menyata-
kan ke tersediaan pangan 
strategis nasional diproyek-
sikan berada dalam kondisi 
surplus, meskipun dihadap-
kan pada tantangan global 
yang semakin kompleks 
dan potensi El Nino.

JAKARTA (LB) - 
Pemerintah terus mem-
perkuat upaya debottle-
necking sebagai langkah 
strategis dalam mengatasi 
berbagai hambatan yang 
dihadapi oleh dunia usaha 
sekaligus menjadi cara 
dalam mendorong per-
tumbuhan ekonomi yang 
lebih tinggi.

Hal tersebut disam-
paikan Menteri Keuangan 
(Menkeu), Purbaya Yu-
dhi Sadewa, dalam semi-
nar bertajuk “Mengurai 
Bottleneck Pertumbuhan 
Ekonomi: Sinergi Fis-
kal, Moneter, dan Dunia 
Usaha Menuju Indonesia 
6%” pada Senin (6/4).

Purbaya mengidenti-
fi kasi dua hambatan yang 
mempengaruhi iklim in-
vestasi, yakni hambatan 
dalam aspek kebijakan 
dan hambatan dalam ke-
giatan melakukan bisnis.

Untuk mengatasi ham-
batan tersebut, pemerintah 
membentuk Satuan Tu-
gas Percepatan Program 
Strategis Pemerintah (Sat-
gas P2SP) yang berfungsi 
mempercepat penyelesa-
ian berbagai kendala yang 
dihadapi pelaku usaha 
dalam menjalankan bisnis. 
Satgas ini bekerja lintas 
kementerian/lembaga dan 
berfokus pada penyelesa-
ian kasus secara langsung 
melalui sidang aduan kanal 
debottlenecking.

“Jadi semua pelaku 
bisnis di Indonesia baik 
domestik maupun asing 
bisa lapor ke kita. Ini ada 
banyak pengaduan, sampai 

6 April ada 112 pengaduan, 
52 pengaduan sudah di-
sidangkan,” jelas Purbaya 
dikutuip dari laman Ke-
menkeu, Selasa (7/4).

Ia menekankan bahwa 
pendekatan debottleneck-
ing tidak hanya berfokus 
pada penyelesaian kasus, 
tetapi juga pada perbaikan 
sistemik melalui penyem-
purnaan regulasi. 

“Kalau di atas kertas 
sudah bagus, tapi di lapan-
gan tidak ada yang jalan. 
Jadi saya kembali lagi lihat 
di lapangan, kalau ada 
masalah di peraturan, kita 
betulin peraturannya,” 
imbuhnya.

Dengan kontribusi 
sektor swasta yang men-
capai sekitar 90 persen 
terhadap perekonomian, 
memastikan dunia usaha 
dapat melakukan bisnis 
dengan baik menjadi poin 
penting dalam upaya men-
gakselerasi pertumbuhan 
ekonomi nasional.

“Jadi saya berkepent-
ingan untuk memasti-
kan sektor swasta bisa 
melakukan bisnis dengan 
baik tanpa kendala. Itu 
salah satu resep untuk me-
mastikan kita bisa tumbuh 
ke arah 8%,” ujarnya.

Purbaya menyampai-
kan optimisme terhadap 
prospek perekonomian 
Indonesia seiring koordi-
nasi kebijakan fi skal dan 
moneter yang semakin 
sinkron serta perbaikan 
iklim investasi melalui 
penguatan debottleneck-
ing yang dilakukan oleh 
Satgas P2SP. ● dot 

Pemerintah Perkuat Debottlenecking
untuk Dorong Iklim Investasi yang Sehat

JAKARTA (LB) - Di ten-
gah dinamika perekonomian 
global yang masih diwarnai keti-
dakpastian, termasuk volatilitas 
harga emas serta tensi geopolitik 
yang memengaruhi perdagan-
gan internasional, Pemerintah 
terus mendorong penguatan 
ekosistem emas nasional sebagai 
bagian dari  strategi menjaga 
ketahanan  sektor  eksternal  dan 
meningkatkan nilai tambah in-
dustri dalam negeri. 

Industri perhiasan emas 
Indonesia memiliki peran strat-
egis dalam ekosistem tersebut. 
Industri ini tidak hanya berori-
entasi ekspor dengan daya saing 
desain yang telah diakui di pasar 
internasional, tetapi juga menjadi 
salah satu sektor padat karya yang 
menyerap tenaga kerja dalam 
jumlah signifikan, khususnya 
generasi muda berbakat di bidang 
desain dan produksi.

Karakteristik industri ini 
juga memiliki keunikan karena 
mengombinasikan teknologi 
manufaktur modern yaitu oto-
masi dan desain digital dengan 
keterampilan craftsmanship yang 
membutuhkan ketelitian dan 
kreativitas tinggi, sehingga meng-
hasilkan produk bernilai tambah 
tinggi dan berdaya saing global. 

Sehubungan dengan hal 
tersebut, Kementerian Koor-
dinator Bidang Perekonomian 
pada Selasa (31/03), melaku-
kan kunjungan ke PT Untung 
Bersama Sejahtera (UBS), salah 
satu market leader produsen 
perhiasan emas nasional, guna 
memperoleh gambaran langsung 
kondisi industri perhiasan serta 
mendiskusikan arah penguatan 
kebijakan ke depan. 

Dalam kunjungan ini, Depu-
ti Bidang Koordinasi Pengelolaan 
dan Pengembangan  BUMN 
Ferry Irawan secara langsung me-
ninjau proses produksi perhiasan 
UBS. Kegiatan ini menjadi bagian 
dari upaya Pemerintah dalam me-
mastikan kesinambungan rantai 

pasok emas nasional, mulai dari 
sisi hulu hingga hilir, termasuk 
integrasinya dengan kegiatan 
usaha bullion.

Selain itu, Direktur PT UBS 
sekaligus Ketua Asosiasi Produ-
sen Perhiasan Indonesia (APPI), 
Eddy Yahya menyampaikan 
apresiasi terhadap berbagai ke-
bijakan Pemerintah, termasuk 
implementasi Bea Keluar emas 
yang  dinilai  memberikan dukun-
gan terhadap penguatan  industri  
dalam  negeri. 

Di sisi  lain, APPI juga me-
nyampaikan sejumlah masukan 
strategis kepada Pemerintah, 
khususnya dalam rangka peny-
empurnaan kebijakan perpajakan 
dan penguatan struktur pasar 
emas domestik.

Pemerintah menyambut baik 
berbagai masukan tersebut sebagai 
bagian dari upaya bersama untuk 
menciptakan sistem perpajakan 
yang  lebih efisien, mendukung 
iklim usaha, serta memperkuat 
daya saing industri perhiasan nasi-
onal secara berkelanjutan.

Lebih lanjut, Deputi Ferry 
Irawan juga menyoroti dinami-
ka geopolitik global yang turut 
memengaruhi kinerja perdagangan 
industri perhiasan. Menanggapi hal 
tersebut, Direktur Eddy menyam-
paikan bahwa tekanan tersebut 
antara lain tercermin pada terham-
batnya ekspor ke Dubai sebagai 
salah satu pasar utama.

Kendati demikian, pelaku 
industri tetap memandang pros-
pek permintaan dalam jangka 
menengah secara positif. Direk-
tur Eddy menambahkan bahwa 
budaya menabung dan berin-
vestasi emas di Indonesia telah 
mengakar kuat, serupa dengan 
di India. Sehingga mereka opti-
mistis permintaan akan kembali 
membaik seiring dengan normal-
isasi kondisi pasar. Direktur Eddy 
juga menekankan pentingnya 
penguatan sisi pasokan dalam 
negeri melalui pengembangan 
kegiatan usaha bullion. ● pan

Industri Perhiasan Jadi
Pilar Nilai Tambah 

Kemenperin Optimalkan Transformasi
Digital dan Pemasaran Online Sektor IKM

JAKARTA (LB) - Kemen-
terian Perindustrian (Kemen-
perin) terus mendorong pelaku 
industri nasional, khususnya 
industri kecil dan menengah 
(IKM), untuk mengoptimalkan 
penerapan teknologi digital 
dalam menjalankan usahanya. 
Langkah ini dinilai penting 

guna meningkatkan daya saing 
industri di tengah dinamika 
pasar global yang semakin 
kompetitif.

Menteri Perindustrian 
Agus Gumiwang Kartasas-
mita menyampaikan, pelaku 
IKM perlu meningkatkan 
kapabilitasnya agar mampu 

Kemenperin senantiasa  menggandeng 
berbagai pemangku kepentingan, 
 mulai dari Dinas Perindustrian di 
 daerah,  akademisi, hingga praktisi 
industri dan bisnis. Hal ini bertujuan 
untuk  memastikan efektivitas dan 
 keberlanjutan program penguatan 
pelaku IKM dalam negeri.

sumen, memprediksi tren pas-
ar, serta menganalisis perilaku 
pelanggan dengan lebih akurat, 
sehingga efektivitas pemasaran 
dapat meningkat secara signifi -
kan,” imbuhnya.

Kemenperin juga terus 
mengembangkan program 
e-Smart IKM yang telah ber-
jalan sejak 2017. Hingga saat 
ini, sebanyak 31.634 pelaku 
IKM telah mengikuti pro-
gram tersebut melalui berb-
agai kegiatan literasi digital.

“Selain mendorong pe-
manfaatan teknologi digital 
dalam pemasaran, Kemenperin 
juga mengarahkan IKM un-
tuk melakukan transformasi 
menuju Industri 4.0 pada lini 
produksinya,” tambah Reni.

Pada kesempatan yang 
sama, Direktur IKM Kimia, 
Sandang, dan Kerajinan Budi 
Setiawan menyampaikan bah-
wa materi yang diberikan dalam 
workshop diharapkan dapat 
memperkuat kapasitas pelaku 
IKM dalam mengembangkan 
bisnisnya. Materi tersebut me-
liputi strategi pemasaran digital, 
teknik fotografi  produk, serta 
optimalisasi pemasaran melalui 
marketplace.

“Ke depan, IKM di Bali 
diharapkan dapat meman-
faatkan fasilitas yang dimiliki 
oleh Balai Pemberdayaan 
Industri Fesyen dan Kriya 
(BPIFK) untuk meningkatkan 
skala usaha dan daya saing, 
khususnya di sektor kriya dan 
fesyen,” ungkapnya. ● dro 

Temasek, dan Bain & Com-
pany mencatat nilai transaksi e-
commerce Indonesia sepanjang 
2025 mencapai sekitar Rp1.192,8 
triliun atau setara USD71 miliar.

Melihat potensi tersebut, 
Kemenperin melalui Direk-
torat Jenderal Industri Kecil, 
Menengah dan Aneka (IKMA) 
terus mengakselerasi trans-
formasi digital IKM, salah 
satunya melalui penyelengga-
raan Workshop e-Smart IKM 
dan Literasi Digital. Kegiatan 
ini dilaksanakan pada 1 April 
2026 di Balai Pengembangan 
Industri Fesyen dan Kriya 
(BPFIK), Kabupaten Badung, 
Bali, yang diikuti oleh 80 pelaku 
IKM setempat.

Direktur Jenderal IKMA 
Reni Yanita menyampaikan, 
kegiatan tersebut merupakan 
hasil kolaborasi antara Ditjen 
IKMA Kemenperin dengan 
berbagai mitra strategis, anta-
ra lain Shopee, IKEA Indone-
sia, serta Universitas Ciputra 
Surabaya. “Pemasaran digital 
merupakan suatu keharusan 
bagi pelaku usaha, khususnya 
IKM, karena memiliki keung-
gulan dibandingkan pemasa-
ran konvensional,” ujarnya.

Lebih lanjut, Reni menjelas-
kan bahwa perkembangan 
teknologi juga membuka peluang 
pemanfaatan kecerdasan buatan 
atau Artifi cial Intelligence (AI) 
dalam strategi pemasaran.

“AI memungkinkan pelaku 
usaha melakukan personalisasi 
promosi sesuai preferensi kon-

tumbuh dan berkembang di 
tengah persaingan, termasuk 
dari produk impor.

“Kami konsisten melak-
sanakan program peningkatan 
literasi digital bagi IKM untuk 
membantu para pelaku IKM 
menggunakan dan meman-
faatkan pemasaran digital agar 
dapat memperluas jangkauan 
pasar,” ujar Menperin dalam 
keterangannya di Jakarta, 
Selasa (7/4).

Agus menjelaskan, dalam 
pelaksanaan program terse-
but, Kemenperin senantiasa 
menggandeng berbagai pe-
mangku kepentingan, mulai 
dari Dinas Perindustrian di 
daerah, akademisi, hingga 
praktisi industri dan bisnis. 
Hal ini bertujuan untuk me-
mastikan efektivitas dan ke-
berlanjutan program pengua-
tan pelaku IKM dalam negeri.

Seiring dengan meningkat-
nya tren belanja online, peluang 
pasar digital di Indonesia terus 
terbuka lebar. Berdasarkan 
survei Asosiasi Penyelenggara 
Jasa Internet Indonesia (APJII), 
jumlah pengguna internet di 
Indonesia pada 2025 mencapai 
229,43 juta orang.

Sementara itu, data Kement-
erian Perdagangan menunjukkan 
bahwa jumlah pengguna e-com-
merce pada 2025 diproyeksikan 
mencapai 73,06 juta pengguna, 
meningkat 11 persen dibanding-
kan tahun 2024 dan melonjak 89 
persen dibandingkan 2020.

Bahkan, laporan Google, 

JAKARTA (LB) - 
Direktorat Jenderal Pa-
jak (DJP) Kementerian 
Keuang an  menca ta t 
jumlah pelaporan Surat 
Pemberitahuan (SPT) Ta-
hunan Pajak Penghasilan 
(PPh) Tahun Pajak 2025 
telah mencapai 10,85 juta 
per 6 April 2026.

“Progres pelaporan 
SPT Tahunan PPh un-
tuk periode sampai den-
gan 6 April 2026 tercatat 
10.852.655 SPT,” kata 
Direktur Penyuluhan, 
Pelayanan, dan Hubun-
gan Masyarakat DJP Inge 
Diana Rismawanti dalam 
keterangan tertulis di Ja-
karta, Selasa (7/4).

Bila ditinjau berdasar-
kan wajib pajak, laporan 
SPT berasal dari 9.468.238 
wajib pajak orang pribadi 
karyawan, 1.145.159 wa-
jib pajak orang pribadi 
non karyawan, 236.832 
wajib pajak badan dalam 
mata uang rupiah, dan 
171 wajib pajak badan 
dalam mata uang dol-
ar AS. Jumlah tersebut 
merupakan catatan untuk 
SPT Tahunan tahun buku 
Januari-Desember 2025.

DJP juga mencatat 
laporan SPT Tahunan beda 
tahun buku yang mulai 
dilaporkan pada 1 Agus-
tus 2025. Rinciannya yaitu 
2.223 wajib pajak badan 
dalam mata uang rupiah 
dan 32 wajib pajak badan 
dalam mata uang dolar AS.

Sementara itu, jumlah 
wajib pajak yang mengak-
tivasi akun Coretax juga 

masih bertambah. Per 6 
April, progres aktivasi 
akun Coretax DJP telah 
mencapai 17.758.819 wa-
jib pajak.

Jumlah tersebut ter-
diri atas 16.688.762 wa-
jib pajak orang pribadi, 
979.165 wajib pajak badan, 
90.665 wajib pajak instansi 
pemerintah, dan 227 wajib 
pajak Perdagangan Melalui 
Sistem Elektronik (PMSE).

Adapun waktu pelapo-
ran SPT Tahunan wajib 
pajak orang pribadi dipu-
tuskan untuk diperpanjang 
hingga 30 April 2026 dari 
semula 31 Maret 2026.

DJP juga mengha-
pus sanksi administratif  
atas keterlambatan pem-
bayaran dan pelaporan 
SPT Tahunan bagi wajib 
pajak orang pribadi hing-
ga 30 April 2026.

Sebagai catatan, wa-
jib pajak yang terlambat 
melaporkan SPT tahunan 
akan dikenai sanksi ad-
ministrasi berupa denda, 
yakni sebesar Rp100 ribu 
bagi wajib pajak orang 
pribadi dan Rp1 juta bagi 
wajib pajak badan.

Kementerian Keuan-
gan juga terus menyem-
purnakan sistem Core-
tax. Teranyar, Menteri 
Keuangan Purbaya Yu-
dhi Sadewa mengatakan 
akan segera memperbaiki 
sistem Coretax untuk 
mengatasi praktik per-
jokian pelaporan SPT Ta-
hunan seperti yang marak 
ditawarkan di media sos-
ial. ● hen

Pelaporan SPT Tahunan
Capai 10,85 Juta per 6 April 

JAKARTA (LB) - Kemen-
terian Kelautan dan Perikanan 
(KKP) mencatat nilai ekspor 
produk perikanan Indonesia 
sepanjang Januari-Desember 
2025 mencapai US$6,27 miliar 
atau sekitar Rp107,11 triliun (kurs 
Rp17.084/dolar AS). Capaian ini 
merupakan yang tertinggi dalam 
lima tahun terakhir.

Menteri Kelautan dan Peri-
kanan, Sakti Wahyu Trenggono 
mengatakan, capaian ekspor ini 
didorong oleh kenaikan produksi 
kelautan dan perikanan Indone-
sia yang secara konsisten rata-rata 
tumbuh sekitar 3,8% sepanjang 
tahun kemarin.

"Produksi mencapai 26,25 
juta ton menjadi capaian tertinggi 
yang terdiri atas 11,65 juta ton 
rumput laut, 7,85 juta ton peri-
kanan tangkap, dan 6,75 juta ton 
perikanan budidaya. Nilai ekspor 
produk perikanan Indonesia 
meningkat juga mencapai US$ 
6,27 miliar di tahun 2025, juga 
menjadi capaian tertinggi dalam 5 
tahun terakhir," kata Trenggono 
dalam rapat kerja dengan Komisi 
IV DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa 
(7/4).

Meski begitu, Trenggono 

mengatakan untuk realisasi ekspor 
produk perikanan pada dua bulan 
pertama 2026 baru mencapai 
US$960 juta atau Rp16,4 triliun. 
Menurutnya jumlah ini mengalami 
perlambatan jika dibandingkan 
dengan periode yang sama tahun 
sebelumnya, meski ia tidak merinci 
lebih jauh.

"Hingga Februari 2026 nilai 
ekspor tercatat sebesar US$960 
juta yang secara year-on-year ma-
sih menunjukkan perlambatan 
dibandingkan periode yang sama 
tahun sebelumnya," paparnya.

Selain perlambatan realisasi 
impor, sektor kelautan dan peri-
kanan Indonesia sekarang ini 
juga sedang menghadapi dua 
tantangan sekaligus, yakni dam-
pak konfl ik di Timur Tengah dan 
siklus El Nino.

Trenggono menjelaskan 
konfl ik di Timur Tengah ber-
potensi menurunkan tingkat 
produktivitas para nelayan dalam 
negeri sebagai implikasi dari ke-
naikan harga BBM akibat krisis 
energi global. Sebab sampai saat 
ini 100% atau seluruh nelayan 
di Indonesia masih sangat ber-
gantung pada BBM untuk bisa 
melaut.

"Lalu kemudian harga-harga 
akibat dari distribusi juga masih 
terpengaruh sehingga rantai 
pasok dari hasil perikanan juga 
berpotensi mengakibatkan penu-
runan volume ekspor, hingga 
penurunan daya saing produk 
perikanan Indonesia di pasar 
global," urainya.

Sementara untuk dampak dari 
tantangan el nino, menurutnya 
fenomena ini berpotensi memicu 
penguapan atau evaporasi air laut 
berlebihan. Di mana kondisi ini 
berpotensi mengakibatkan lon-
jakan salinitas atau peningkatan 
kadar garam (keasinan) air laut 
yang secara langsung merusak 
ekosistem, pesisir, dan laut. ● pan

Ekspor Produk Perikanan RI
Capai Rp107 Triliun di 2025

PENGUMUMAN
Dengan ini diumumkan rencana pengalihan saham PT PUTRA BULIAN 
PROPERTI (“Perseroan”) untuk memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat (2) 
UUPT. Apabila terdapat keberatan dari kreditur Perseroan sehubungan dengan 
rencana tersebut, maka keberatan wajib dikirimkan secara tertulis kepada 
Perseroan selambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak 
pengumuman ini dimuat.

Hormat Kami,
PT PUTRA BULIAN PROPERTI
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Apartemen Cosmo Mansion Lantai 39 Thamrin City, Jl. Teluk Betung, 
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

PENGUMUMAN
Berdasarkan Pasal 38 ayat 1 dan 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Otoritas Jasa 
Keuangan Nomor 28/POJK.05/2015 tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, 
Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah, maka dengan ini diumumkan kepada seluruh Kreditor PT Asuransi Purna 
Artanugraha (Dalam Likuidasi) bahwa Tim Likuidasi akan melakukan pembayaran terakhir.
Bahwa pembayaran terakhir tersebut akan dilakukan pada tanggal 08 Mei 2026 yang terdiri dari:
a. Pembayaran sebesar Rp 100.315.823,- yang merupakan sisa pembagian/pembayaran Tahap Pertama (sebesar Rp 20.000.000.000,-)  

pada bulan Oktober 2025, yaitu kepada para Kreditor tertentu yang belum mengambil haknya tersebut secara proporsional.
b. Pembayaran sebesar tambahan nilai pencairan aset Perusahaan yang terkumpul pada 1 (satu) hari sebelum tanggal pembayaran terakhir 

tersebut dilakukan, yang diperuntukan secara proporsional bagi seluruh Kreditor yang terdaftar pada saat pembagian/pembayaran 
Tahap Pertama tersebut dilakukan.

Apabila Kreditor tidak mengambil haknya dalam jangka waktu sampai dengan tanggal pembayaran terakhir, maka Tim Likuidasi akan 
menitipkan dana yang menjadi hak Kreditor tersebut kepada Balai Harta Peninggalan (BHP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Pengumuman ini telah kami umumkan pada Koran Harian Ekonomi Neraca dan Koran Harian Terbit (Link Bisnis) seluruhnya pada tanggal 
08 April 2026.
Demikian pengumuman ini dibuat untuk dapat diketahui bersama.

Jakarta, 08 April 2026
Tim Likuidasi

PT. ASURANSI PURNA ARTANUGRAHA (Dalam Likuidasi)


